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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap 
pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan, serta pertimbangan hakim 
dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga 
keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode penelitian ini 
merupakan jenis penelitian hukum yuridis bersifat normatif. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data melalui 
tiga tahap yaitu kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisi data kualitatif dengan metode interaktif, yaitu data yang 
dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, 
dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat telah berhasil 
membuktikan bukti gugatannya, oleh karena itu gugatan pada perkara tersebut dikabulkan 
sebagian, yakni menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 
wanprestasi/ingkar janji. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait 
sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di 
Pengadilan Negeri Surakarta adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat 
sehingga memperkuat gugatan sengketa wanprestasi di lembaga keuangan tersebut, 
sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi karena tidak sanggup 
membayar pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban lainnya 
dalam akad dan jaminan yang diserahkan Tergugat II selaku penjamin ternyata tidak sah 
karena jaminan berupa tanah tersebut merupakan harta warisan yang masih dalam 
sengketa pada proses pembagiannya. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the dispute settlement default to financing in financial 
institutions through a court decision, as well as consideration of the judge in giving 
judgment in default of disputes related to financing at financial institutions that have been 
proven in Surakarta District Court. This research method is a kind of juridical normative 
legal research. Source of data used is primary data, secondary data, and the data tertiary. 
Data were collected through three stages, namely literature, documents, and interviews. 
The data analysis technique used is qualitative data analysis with interactive methods, the 
data collected will be analyzed through three stages, namely reducing the data, presenting 
data, and draw conclusions. The results showed that the Plaintiffs have managed to prove 
evidence of its claim, and therefore the lawsuit in the case was granted in part, states that 
Defendant I and Defendant II has been in default / broken promise. As for the 
consideration of the judges in giving judgment concerned a dispute default to financing at 
financial institutions that have been proven in Court of Surakarta is based on the evidence 
submitted Plaintiff thus strengthening the lawsuit disputes defaulting on financial 
institutions, so that Defendant I and Defendant II declared in default because it can not 
afford to pay the principal repayment of the financing and profit margin as well as other 
obligations under the contract and guarantees that submitted the second defendant as the 
guarantor was not valid because the land is collateral in the form of inheritance which is 
still in dispute on the division. 
 




Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan 
Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kekuasaan Pengadilan 
menurut Pasal 50 menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 
tingkat pertama. Dimana dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) juga disebutkan 
bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta, dan 
selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, pengadilan dapat 
diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.
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Masuknya perkara wanprestasi menjadi salah satu kompetensi absolut 
Pengadilan Negeri tentunya menjadi tantangan bagi penegakan hukum di lembaga 
negara tersebut, serta akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum terkait 
untuk menyelesaikannya. Tuntutan ini semakin mendesak mengingat lembaga 
keuangan bermunculan dengan berbagai produk yang disediakan. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti 
dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 1992 yang membahas tentang perbankan 
di Indonesia, menerangkan bahwa lembaga keuangan adalah badan ataupun 
lembaga yang kegiatannya menarik hasil dana dari masyarakat dan kemudian 
menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Dan di dalam keputusan SK 
Menkeu RI No. 792 Th 1990 telah dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah 
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semua badan usaha yang berada dibidang keuangan yang melakukan 
penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam 
memberikan biaya investasi pembangunan. 
Lembaga Keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang 
menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini 
diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga 
keuangan ini salah satunya termasuk perbankan dimana menyediakan berbagai 
produk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah 
kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen 
dengan pembayaran secara angsuran.
2
 Pembiayaan konsumen sebagai suatu 
kegiatan perjanjian
3
 yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi 
konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh 




Dalam kasus ini Penggugat atas nama Bank Syariah Mandiri dimana 
sebagai lembaga keuangan perbankan berbasis syariah. Disebutkan dalam Pasal 1 
angka 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah; (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik; (3) Transaksi jual beli dalam bentuk 
piutang murabahah, salam, dan ishtishna’; (4) Transaksi sewa menyewa jasa 
dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 
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Dalam perjanjian jual beli dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh para 
pihak. Adanya kemungkinan wanprestasi ini merupakan resiko dalam perjanjian 
jual beli. Dapat dikatakan “wanprestasi”, apabila kedua pihak membuat sebuah 
perjanjian tetapi hanya salah satu pihak saja yang telah melaksanakan kewajiban 
hukumnya sedangkan pihak lain belum/tidak melaksanakan kewajiban hukum 
yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Dalam hal ini muncul sanksi 
hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi itu memenuhi kewajiban. Sesuai 
dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. 
Menurut Pasal 178 HIR, hakim dalam waktu bermusyawarah harus 
mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua 
belah pihak, ia wajib mengadili segala bagian tuntutan, serta ia dilarang 
menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari 
apa yang dituntut. 
Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan 
keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa 
hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus 
memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal 
tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan,  atau  juga 




Adapun salah satu sengketa wanprestasi yang telah sampai ke Pengadilan 
Negeri ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel 
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syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut. Dari sengketa yang 
diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 
89/Pdt.G/2011/PN.Ska untuk tingkat pertama. 
Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara 
sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri yang 
berkedudukan di Jakarta dengan salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri 
tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri (Penggugat) yang dimaksud menggugat 
nasabah bank (Tergugat I dan Tergugat II) atas gugatan wanprestasi. Sebagaimana 
terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pdt.G/2011/ 
PN.Ska, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni Tergugat I yang tidak sanggup 
memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan pokok pembiayaan dan margin 
keuntungan serta kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dalam Akad Pembiayaan 
Al Murabahah No. 43 tertanggal 29 Desember 2003 serta adanya dokumen atau 
keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan Tergugat II selaku 
penjamin/afalis kepada Penggugat tidak sah sebab ternyata tidak memenuhi 
syarat-syarat sebagai barang jaminan. Maka atas keterangan tersebut, PT. Bank 
Syariah Mandiri (Penggugat) yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai penyelesaian sengketa 
wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan 
pengadilan dan untuk menjelaskan bentuk pertimbangan hakim dalam 
memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di 
lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu 
penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan 
dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum 
normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data 
sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat 
pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah. Penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk 
menemukan hukum in-concreto, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan 
untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu 
peristiwa konkret tertentu artinya untuk menguji sesuai atau tidaknya peristiwa 
konkrit yang diteliti dengan norma/ yurisprudensi/ doktrin/ yang ada.
6
 Penelitian 
ini merupakan lapangan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 
berupa data yang berwujud kasus-kasus.
7
  
Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung di 
lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan data sekunder 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dengan studi 
pustaka, studi dokumen dan wawancara, sedangkan teknik analisis  datanya 
analisis kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Pembiayaan di Lembaga 
Keuangan melalui Pengadilan  
Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi di lembaga keuangan 
melalui Pengadilan, hakim Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara 
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dalam sidang pemeriksaan perkara wanprestasi di lembaga keuangan di 
Pengadilan Negeri tersebut melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan 
yakni:  
Pertama, mengajukan gugatan sengketa wanprestasi. Pengajuan gugatan 
sengketa wanprestasi di lembaga keuangan dilakukan dengan  gugatan yang telah 
masuk di Pengadilan selanjutnya diproses terlebih dahulu pada bagian Panitera 
mulai dari administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan 
kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis 
Hakim, selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan diharapkan 
Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan berdasarkan hari sidang 
yang telah ditetapkan. 
Kedua, memanggil para pihak. Pada perkara ini sudah seharusnya 
dilakukan pemanggilan para pihak yang terkait dengan perkara ini. Dalam 
pemanggilan para pihak itu sendiri haruslah mendapatkan perhatian bagi kedua 
belah pihak. Dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska, penggugat yang 
dalam perkara ini adalah sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yaitu PT. 
Bank Syariah Mandiri yang telah hadir dalam persidangan dan membawa bukti-
bukti yang ada dan dipergunakan dalam membuktikan gugatannya. 
Ketiga, mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian 
selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di 
persidangan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan sudah sepantasnya 
untuk ditawarkan perdamaian antara kedua belah pihak oleh Hakim Pengadilan 
yang disebut dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang 
ditunjuk oleh Hakim. Namun mediasi yang dilakukan ternyata dapat dikatakan 
gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I 
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dan Tergugat II walaupun telah disepakati perdamaian tetapi Penggugat tetap 
melanjutkan perkara kepada pihak Advokat, sehingga sidang dilanjutkan.  
Keempat, perihal jawaban Tergugat. Proses mediasi tidak berhasil untuk 
dilakukan maka perkara dapat dilanjutkan pada persidangan yang telah ditetapkan 
waktunya. Berlangsungnya persidangan kemudian sampai pada memberikan 
jawaban Tergugat sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Tergugat I dan 
Tergugat II setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator atas perintah 
Hakim ternyata tidak berhasil. Jawaban Tergugat merupakan sebuah pernyataan 
yang seharusnya diucapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu 
persidangan, selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga diperbolehkan untuk 
memberikan bukti-bukti atas pernyataan yang telah disebutkan di dalam 
persidangan, namun pada perkara Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska. Tergugat I dan 
Tergugat II tidak mampu membuktikan apapun karena memang membenarkan 
dalil-dalil gugatan dan membenarkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh 
Penggugat dalam persidangan. 
Kelima, pembuktian. Setelah berbagai tahapan sudah dilakukan dalam 
penyelesaian perkara ini, maka hakim sampai pada tahapan dimana harus mampu 
menemukan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta berdasarkan pada hal-hal yang 
dikemukakan atau juga berdasarkan pada bukti yang ada.  
Keenam, putusan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menuju pada 
kesimpulan bahwa segala yang dinyatakan oleh Penggugat adalah benar dan 
gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum. Sehingga kemudian Hakim 
memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir. Dalam putusan akhir 
yang dinyatakan oleh Hakim bahwasanya pada gugatan perkara wanprestasi di 
lembaga keuangan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara 
Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. 
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Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terkait Sengketa 
Wanprestasi terhadap Pembiayaan di Lembaga Keuangan yang Telah 
Terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dilihat pertimbangan 
hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah 
diajukan selain itu juga berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak-
pihak yang berperkara. 
Pertama, kesimpulan pembuktian. Dalam beracara di persidangan antara 
Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat 
alasan masing-masing pihak. Namun persidangan yang dilangsungkan pada 
perkara Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska pihak yang mengajukan alat bukti hanya 
Penggugat saja, karena dari pihak Tergugat tidak mempunyai alat-alat bukti untuk 
diajukan di persidangan. Alat bukti yang di ajukan adalah alat bukti tertulis 
berupa Fotocopy Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 43 tanggal 29 Desember 
2003, Fotocopy Surat Persetujuan tanggal 24 Desember 2003, Fotocopy Surat 
Penegasan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan tanggal 24 Desember 
2003, Fotocopy Surat Kesanggupan tanggal 24 Desember 2003, Fotocopi 
Sertifikat Hak Milik No. 152, Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 165/2004, 
Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1363 
K/Pdt/2007, Fotocopy Berita Acara Eksekusi Penyerahan dan Berita Acara 
Pengangkatan Sita No. 05/Pdt.Eks/2010 tanggal 11 Mei 2011, Fotocopy Riwayat 
fasilitas Murabahah atas nama Wisnu Budi Prakoso tanggal 13 Juni 2011. 
Dilihat dari fakta yang ada berdasarkan alat bukti yang ada bahwa 
Tergugat I yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan 
pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban-kewajiban lain 
sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 43 tertanggal 29 
Desember 2003 serta adanya dokumen atau keterangan (jaminan) yang 
10 
 
diserahkan/diberikan Tergugat II selaku penjamin/afalis kepada Penggugat tidak 
sah sebab ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagai barang jaminansehingga 
tidak dapat dilelang untuk membayar pelunasan dan kewajiban lainnya karena ahli 
waris lainnya merasa berhak atas objek hak tanggungan dan telah mengajukan 
gugatan di Pengadilan Negeri Wonogiri. Maka atas keterangan tersebut, PT. Bank 
Syariah Mandiri (Penggugat) yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri Surakarta. Penulis berkesimpulan bahwa memang benar 
gugatan Penggugat, dengan kemudian adanya bukti yang diajukan dalam gugatan 
tersebut, dan bukti tersebut menguatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, 
karena dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan membenarkan apa 
yang disampaikan oleh Penggugat. 
Kedua, pertimbangan hukumnya.  Dalam pertimbangan hukum yang ada 
dalam putusan Nomor  89/Pdt.G/2011/PN.Ska ini penulis setuju dengan apa yang 
dijadikan landasan Hakim dalam membuat keputusan tentang penyelesaian 
sengketa wanprestasi pada Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 43 tertanggal 29 
Desember 2003 melalui pengadilan. Disini Hakim melihat terlebih dahulu fakta-
fakta yang ada sebelum membuat putusan tersebut.Hal yang menguatkan 
keyakinan Hakim dalam memutus perkara bahwa Tergugat I dianggap melakukan 
wanprestasi/ingkar janji karena telah melalaikan kewajibannya/tidak pernah lagi 
melunasi pokok pembiayaan dan margin keuntungan kepada Penggugat, 
pembuktiannya dapat dinilai dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan oleh 
Penggugat seluruhnya yang diakui/dibenarkan oleh pihak Tergugat maka tidak 
perlu dibuktikan. Sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan 
dan dalam hal ini telah terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi.
8
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Tergugat I dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang 
ditandatanganinya karena tidak melaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan 
pembiayaan murabahah yaitu berupa jangka waktu pelunasan yang melebihi 
ketentuan dalam akad dan jumlah cicilan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
akad. Prosedur pelaksanaan harus ditempuh agar fasilitas pembiayaan murabahah 
tersebut sah. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, karena Tergugat I telah 
melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1243 KUH Perdata dibebani ganti 
kerugian berupa, “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan 
atau diperbuatnya hanya dapat diberikan atau diperbuat dalam tenggang waktu 
yang telah melampaukannya”. 
Ketiga, putusan pengadilan. adapun yang menjadi dasar hukum atas 
putusan yang diambil di persidangan adalah sebagai berikut: Dalam putusan 
hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I 
dan tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Akad Pembiayaan 
Al Murabahah No. 43 tertanggal 29 Desember 2003 dan menghukum terhadapnya 
untuk membayar sisa hutangnya yang terdiri dari pelunasan pokok pembiayaan 
dan margin keuntungan serta kewajiban-kewajiban lainnya sebanyak  
Rp. 557.332.000,09,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua 
ribu, Sembilan per seratus rupiah) kepada Penggugat.  
Tergugat dalam membayar sisa hutangnya yang ditambah dengan margin 
keuntungan serta kewajiban-kewajiban lainnya yaitu biaya keterlambatan atau 
denda tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah yang menyebutkan ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, 
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sebagai berikut: (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang 
bebas dari riba, (b) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba, (c) Bank harus 
menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 
pembelian dilakukan secara utang, (d) Bank kemudian menjual barang tersebut 
kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. 
Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan, (e) Nasabah membayar harga barang yang 




Pertama, penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di 
lembaga keuangan melalui pengadilan. Terhadap beberapa tahap yang diantaranya 
adalah dimulai dengan mengajukan gugatan sengketa wanprestasi ke Pengadilan 
Negeri. Gugatan yang telah masuk di Pengadilan kemudian diproses terlebih 
dahulu sampai akhirnya mendapatkan nomor registrasi dan penetapan hari sidang. 
Kemudian pemanggilan para pihak yang berperkara supaya hadir dalam 
persidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut diharapkan antara 
Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, kemudian sebelum 
persidangan dilanjutkan, Hakim menganjurkan untuk melakukan mediasi terlebih 
dahulu antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya untuk Mediator, bahwa 
sebelum Hakim memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengusahakan 




Selanjutnya dibuatlah berita acara supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan 
dengan sidang berikutnya, dimana Penggugat untuk membacakan gugatannya 
yang telah diajukan di Pengadilan. Kemudian dilanjutkan jawaban Tergugat atas 
gugatan Penggugat dan pembuktian. Setelah proses pembuktian selesai kemudian 
hakim memberikan putusan atas Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang mana 
Hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai 
dengan bukti-bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum, oleh karena 
itu gugatan pada perkara tersebut pada akhirnya dalam perkara Nomor 
89/Pdt.G/2011/PN.Ska, dikabulkan sebagian, yakni menyatakan bahwa Tergugat I 
dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji. 
Kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa 
wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan kesimpulan pembuktian sehingga 
didapatkan bahwa yang mengajukan bukti-bukti di persidangan pada perkara 
Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska hanyalah Penggugat, karena Tergugat tidak 
mempunyai alat bukti untuk diajukan. Berdasarkan pembuktian tersebut maka 
Hakim dapat memutus perkara ini dengan mengabulkan sebagian gugatan 
Penggugat, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 
wanprestasi/ ingkar janji atas Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 43 tertanggal 
29 Desember 2003, dan menghukum terhadapnya untuk membayar sisa hutangnya 
yang terdiri dari pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta 
kewajiban-kewajiban lainnya sebanyak Rp. 557.332.000,09,- (lima ratus lima 
puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu, Sembilan per seratus rupiah) 
kepada Penggugat, serta Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang 
dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis tanggal 22 
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Desember 2011, atas sebidang tanah yang terdaftar dalam buku C Desa No. 79 
persil 231/141 atas nama B Kadinem Sono Semito yang terletak di Dukuh Jarum, 
Desa Kayuloko, Kec. Sidoarjo, Kab. Wonogiri seluas ± 2400 M2. Untuk 
selebihnya Hakim menolak gugatan Penggugat, dan menyatakan biaya perkara 
dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II. 
 
Saran 
Pertama, bagi pihak yang menangani perkara gugatan wanprestasi yakni 
hakim sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan perkara gugatan 
wanprestasi di lembaga keuangan. 
Kedua, bagi para pihak yang akan melangsungkan pembiayaan di lembaga 
keuangan sebaiknya untuk lebih mengenal dirinya sendiri apakah sanggup 
membayar secara bertahap atas keinginan untuk mengambil pembiayaan tersebut, 
serta bagi pihak bank sebaiknya lebih untuk memperhatikan penerapan prinsip 
kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. 
Ketiga, bagi pihak bank seharusnya lebih mengedepankan penerapan 
prinsip kepercayaan (fiduciary principle) dalam kegiatan operasional, dan juga 
harus melaksanakan prinsip pengelolaan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential 
banking) terhadap nasabah yang akan melangsungkan perjanjian pembiayaan di 
bank tersebut. 
Keempat, bagi Lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri 
sebagai salah satu institusi yang menyelesaikan perkara wanprestasi, harus lebih 
memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses 
pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam 
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